
2. Undang-Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undong Nomor 2 
Tahun 2000 tcntang Kawasan Perdagangan Bcbas dan 
Pe.!abuhan Bcbas Sabang Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 
252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4054); 

a. bahwa dalam rangka rnelaksanakan Peraturan Kepala 
Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan 
Penanaman Modal telah dilaksanakan pelimpahan 
wewenang pernberian pendaftaran dan izin prinsip 
penanarnan modal kcpada Dewan Kawasan Sabang 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor I Tahun 2012 
tentang Pelimpahan Wcwenang Pernbcrian Pendaftaran 
dan lzin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan 
Kawasan Sabang; 

b. bahwa dalam rangka penyernpurnaan pedornan dan tata 
cara permohonan penanaman modal, telah diundangkan 
Peraruran Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Perianarnan Modal yang 
sekaligus rnencabut Peraturan Kepala Sadan Koordinasi 
Pcnanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pcrmohonan Penanaman Modal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan 
Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal tentang 
Pelimpahan Wewenang Pembcrian Izin Prinsip Penanarnan 
Modal kepada Dewan Kawasan Sabang; 
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11. Peraturan ... 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 32 Tabun 2004 ientang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 
59, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tcntang 
Pernerintahan Aceh (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 724); 

5. Peraruran Pcmerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmcrintahan Antara Pernerintah, 
Pernerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pernerintah kcpada Dewan 
Kawasan Sabang (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5175); 

7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 ientang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal sebagairnana telah diubah 
denga.n Pcraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 
210); 

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Didang Penanaman 
Modal; 

9. Peraruran Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bida.ng Usaha yang 
Tcrbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Menceri Pekcrjaan Umum Nomor 24 /PRT / 
M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pembcrian lzin 
Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanarr.an Modal; 
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19. Peraturan ... 

11. Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2009 
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di 
Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

12. Peraturan Menteri Perurnahan Rakyat Nomor 06/ 
PERMEN/M/2009 tentang Pcndelegasian Wewenang 
Pemberian Izin Usaha di Bidang Perurnahan Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pclayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanarnan Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

13. Peraturan Mentcri Perindustrian Nomor 147 / M-IND / 
PER/ 10/2009 ten tang Pendelegasian Kewenangan 
Pemberian lzin Usaha Industri, lzin Perluasan, lzin Usaha 
Kawasan lndustri, dan lzin Perluasan Kawasan Industri 
Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Sacu Pinru (PTSP) 
kcpada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
sebagairnana Lelah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pcrindustrian Nomor 16/ M-IND/PER/2/2010; 

14. Peraturan Mentcri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/ 
Per/Xll/2009 tencang Pendclcgasian Wewenang Pemberian 
Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pclayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Pcrianaman Modal kcpada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nornor P.01/Menhut-11/2010 
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di 
Bidang Kehutana.n Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

16. Pcraturan Menteri Encrgi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wcwenang 
Pernberian lzin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya 
Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu di Bidang Pcnanaman Modal kepada Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

17. Peraturan Mentcri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ 
PER/ 1/2012 ten tang Pendelegasian Wewenang Pcmberian 
Perizinan Perianaman Modal di Biclang Perdagangan 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal; 

18. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal 
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi clan Tata Kerja 
Sadan Koordinasi Penanarnan Modal sebagairnana telah 
bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 
2011; 
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2. Kawasan .. , 

Dalam Peraruran ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Koordinasi Penanarnan Modal, yang selanjutnya 
disingkat BKPM, adalah Lembaga Pernerintah Non 
Kemcnterian yang bcrtanggung jawab di bidang 
penanarnan modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab longsung 
kepada Presiden. 

Pa sal 1 

MEMUTUSK.Al\: 

Menctapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASJ PENANAMAN 
MODAL TEN1'ANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN 
!ZIN PRlNSIP PENANAMAN MODAL KEPADA DEWAl\ 
KAWASAN SABAKG. 

25. Keputusan Kepala Kcpolisian Negara Republik Indonesia 
Nornor Pol. : Skep/638/Xll/2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa 
Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada 
Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 

19. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistern Pelayanan Informasi 
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 

20. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Pernbinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
di Bidang Penanaman Modal; 

21. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

22. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2012 tcntang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

23. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekriis Standar 
Pelayanan Minimal Sidang Pcnanaman Modal Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

24. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor S Tahun 2013 ten tang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 
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9. Izin ... 

7. lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang 
selanjutnya discbut Izin Prinsip Pcrluasan, adalah lzin 
Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai 
kegiatan dalam rangka perluasan usaha. 

8. lzin Prinsip Perubahan Perianarnan Modal, yang 
selanjutnya discbui Izin Prinsip Pcrubahan , ado la h lzin 
Prinsip yang wajib climiliki perusahaan, dalarn rangka 
legalisasi pcrubahan rencana atau realisasi Pcnanaman 
Modal yang tclah ditetapkan scbelumnya. 

2. Kawasan Perdagangan Bebas don Pelabuhan Bebas 
Sabang, yang sclanjutnya disebut Kawasan Sabang, 
adalah Kawasan yang melipuli Kota Sabang (Pulau Weh, 
Pulau Kiah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, don Pulau 
Rondo), dan scbagian Kabupaten Acch Besar (Pulau 
Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau 
kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas 
koordinat sebagairnana terlampir dalam Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Pcraturan 
Pemerintah Penggonti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, 

3. Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat OKS, 
adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebo.s dan 
Pelabuhan Bebo.s Sabang. 

4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebo.s Sabang, yang selanjutnya disebut 
BPKS. adalah Sadan Pengelola dan Pengernbangan 
Kawasan Perdagangan Bcbas dan Pelabuhan Bebas 
Sa bang. 

5. Pcnanaman Modal adalah segala bcntuk kegiatan 
menonam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha 
di wilayah negara Republik Indonesia. 

6. lzin Prinsip Penanaman Modal, yang sclanjutnya disebut 
sebagai lzin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, 
Pcmerintah Daerah Provinsi, Perncrintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka 
mernulai usaha, 



1. industri ... 

a. bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing; 
b. bidong usoho yang masih menjacti kewenangan 

Pcmcrintah berdasarkan peraturan perundangan 
undangan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pcmcrintah, Pcmcrintah Dacrah Provinsi, dan 
Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud 
dalam ayai (1): 

a. di bidang Perindustrian lidak mencakup izin prinsip 
penanaman modal beserta perubahannya untuk jenis 
industri scbagai bcrikut : 

Pasa13 

(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 terdiri atas : 

Pasal2 

BKPM melimpahkan wewenang penerbitan Izin Prinsip, Izin 
Prinsip Perubahan, fain Prinsip Perluasan, lzin Prinsip 
Pcnggabungan Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya di 
Kawasan Sabang kcpada DKS. 

9. lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman 
Modal, yang selanjutnya disebut lzin Prinsip 
Penggabungan Pcrusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib 
dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk 
rnelaksanakan bidang usaha perusahaan hasil 
penggabungan. 

10. Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi 
secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, 
adalah sistern elektronik pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kernenterian yang 
memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Sadan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bcbas dan 
Pclabuhan Bcbas, Administrator Kawasan Ekonomi 
Khusus, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman 
Modal, Pcrangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang 
Pcnanaman Modal dan Instansi Penyelenggara Pelayanan 
Tcrpadu Satu Pintu di bidang Penanarnan Modal. 
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b) Peraturan ... 

a) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 14 Tahun 2009 tcntang Sistem 
Pelayanan lnformasi dan Pcrizinan Investasi Secara 
Elektronik dan perubahannya; 

Dalarn rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPKS: 

a. melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Piruu di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 
setiap cahun paling lambat bulan Februari tahun 
berikutnya; 

b. harus mcrnperhatikan: 

1. Daftar Bidang Usaha yang Terturup dan Bidang Usaha 
yang Terbuka dcngan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal; 

2. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, antara 
lain: 

Pasal 5 

Pasal4 

Kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan Pcraturan 
ini dilaksanakan olch Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPKS. 

1. industri minuman beralkohol; 

2. industri kcrtas berharga; 

3. industri senjata dan arnunisi; 

4. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan 
Beracun dan Berbahaya (83) dan industri 
teknologi linggi yang strategis: 

5. industri yang rncrupakan prioritas tinggi pada 
skala nasional scsuai dengan Peraturan Mcrueri 
Perindustrian ientang industri prioritas tinggi; 

b. di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak 
mencakup izin prinsip penanaman modal Hulu 
Minyak dan Gas Bumi karena merupakan 
kewenangan Kcmcnterian Teknis terkait. 
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Pasal 8 ... 

Dalarn melaksanakan kctentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan ini, Kepala BKPM dapat menempatkan 
pejabat perbantuan di BPKS. 

Pasal 7 

Perkembangan pelaksanaan Penanarnan Modal di Kawasan 
Sabang dan evaluasinya dilaporkan kepada Kepala BKPM 
melalui Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi 
Penanarnan Modal BKPM sctiap akhir tahun kalender, sudah 
disarnpaikan pada tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 
berikutnya. 

Pasal6 

c. apabila diperlukan, BPKS dapat berkonsultasi kepada 
BKPM dan instansi tcknis lainnya. 

b) Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal Nornor 6 Tahun 2011 ten tang Tata Cara 
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Pcnanarnan Modal 
dan perubahannya; 

c) Pcraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pcnanaman Modal 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

d) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan 
Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedornan dan 
Tata Cara Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal dan pcrubahannya; 

e) Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan 
Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Teknis Standar Pelayanan Minimal Sidang 
Penanarnan Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

n Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman 
Modal dan perubahannya; 

3. Pcraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh 
Menteri/Kepala Lernbaga Pemerintah Non Kementerian 
dan peraturan perundang-undangan daerah yang 
terkait. 
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scsuai dengan aslinya 
Sekretariat Utarna KPM 
Kcpala Biro ?. 
Hubungan 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 944 

AMIR SYAMSUDIN 

ttd. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Juli 2013 
MENTER! HU KUM DAN HAK ASASI MANUS IA 

REPUBLIK INDONESIA, 

MUHAMAD CHATIB BASRJ 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juli 2013 
KEPALA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalarn 
Serita Negara Republik Indonesia. 

Pasal9 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Sadan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran dan Izin 
Prinsip Penanarnan Modal kepada Dewan Kawasan Sabang 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

Pasal 8 
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